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Persyaratan EITI

Transparansi Industri Ekstraktif
Untuk Perbaikan Tata Kelola Migas & Minerba

EITI, Extractive Industries Transparency Initiative adalah standar global transparansi data dan
informasi industri ekstraktif untuk mendorong good governance sektor ekstraktif seperti
minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara.
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PERSYARATAN EITI MELINGKUPI

PERSYARATAN1 PERSYARATAN 2 PERSYARATAN 3 PERSYARATAN 4 PERSYARATAN 5 PERSYARATAN 6 PERSYARATAN 7
Multi-stakeholder Regulasi, Eksplorasi & Pengumpulan Alokasi Belanja Sosial Hasil dan Dampak
Mengawal Publikasi Data Kontrak & Izin Produksi Pendapatan dari Pendapatan dari & Ekonomi untuk Perbaikan
Migas & Tambang Migas & Tambang Tata Kelola

Persyaratan standar EITl selengkapnya dapat diakses pada
https://eiti.org/collections/eiti-standard

Persyaratan1
Pengawasan oleh Multi-Stakeholder

Persyaratan 1tentang pentingnya
pengawasan multi-stakeholder dalam
keterbukaan data dan informasi industri
ekstraktif, meliputi:

&)

1.1 Keterlibatan pemerintah

1.2 Keterlibatan industri

1.3 Keterlibatan masyarakat sipil

1.4 Pembentukan dan berfungsinya kelompok
multi-stakeholder

1.5 Rencana kerja yang disepakati dengan
tujuan yang jelas untuk penerapan EITI
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Persyaratan 2
Kerangka Hukum dan Kelembagaan,
Termasuk Alokasi Kontrak & Izin

Persyaratan 2 tentang keterbukaan informasi

hukum dan kelembagaan yang mengatur
LIS pemberian kontrak/izin eksplorasi dan
produksi migas dan minerba, meliputi:

2.1 Kerangka hukum dan rezim fiskal
2.2 Alokasi kontrak dan izin
I 2.3 Daftarizin

2.4 Kontrak
/ 2.5 Kepemilikan manfaat (beneficial ownership)
2.6 Partisipasi negara dan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dalam industri ekstraktif

Persyaratan 3
Eksplorasi dan Produksi

Persyaratan 3 adalah keterbukaan data
kegiatan eksplorasi dan produksi, meliputi:

3.1 Informasi tentang kegiatan eksplorasi
3.2 Data produksi
3.5 Data ekspor
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Pengumpulan Penerimaan Negara
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Persyaratanb

Persyaratan 4 tentang pengungkapan yang
komprehensif atas penerimaan oleh pemerintah
dan pembayaran dari perusahaan di industri
ekstraktif, yang meliputi:

4.1 Pengungkapan yang komprehensif atas
pajak dan penerimaan negara

4.2 Penjualan produksi bagian negara atau
pendapatan lain dalam bentuk natura

4.3 Penyediaan infrastruktur dan pengaturan barter

4.4 Pendapatan transportasi

4.5 Transaksi entitas pemerintah dengan BUMN

4.6 Pembayaran kepada Pemerintah Daerah

4.7 Tingkat disagregasi

4.8 Ketepatan waktu data

4.9 Kualitas data yang dibuka

Alokasi Pendapatan

-

Persyaratan 5 tentang pengungkapan informasi
alokasi penerimaan dari industri ekstraktif yang
pada tingkat nasional dan daerah, meliputi:

5.1 Distribusi penerimaan negara dari industri ekstraktif

+ 5.2 Dana transfer daerah

5.3 Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran
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Persyaratan 6
Pengeluaran Sosial dan Ekonomi

SOSIAL EKONOMI

Persyaratan 6 mendorong pengungkapan
informasi yang terkait dengan belanja sosial,
ekonomi, dan lingkungan untuk mencapai dampak
yang diinginkan. Persyaratan 6 meliputi:

6.1 Pengeluaran sosial dan lingkungan oleh perusahaan

‘ 6.2 Belanja kuasi-fiskal BUMN
6.3 Gambaran tentang kontribusi sektor ekstraktif
/ terhadap perekonomian
— 6.4 Dampak lingkungan dari kegiatan ekstraktif
Persyaratan 7

Hasil dan Dampak

Persyaratan 7 tentang hasil dan dampak
berupaya memastikan para pemangku
kepentingan terlibat dalam dialog tentang
pengelolaan pendapatan sumber daya alam,
meliputi:

7.1 Debat publik

7.2 Aksesibilitas data dan open data

7.3 Rekomendasi dari penerapan EITI

7.4 Meninjau hasil dan dampak implementasi EITI




